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BUPATI GORONTALO UTARA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 7 TAHUN 2011 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 90 TAHUN 2010 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 

Menimbang : 

Mengingat : 

DAN AKTA CATATAN CIPIL 

BUPATI GORONTALO UTARA 

. bahwa dengan beriakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo 

Utara Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Retribusi Biaya Cetak 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka untuk 

melaksanakannya perlu aturan pelaksanaan, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919). 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4066). 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 199, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

 



  

10. 

la 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389). 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437): 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844). 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4634). 

Undang —- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4674). 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Renuhlik Indanesia Tahi 30107 Namar 12 Tambahan tamhbaran



Menetapkan 

12, 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049). | 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575). 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578). 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594). 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

pelaksanaan Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun Nomor 4736). 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian — Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 

Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 

dan Akta Catatan Sipil, 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

UTARA NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA 

CATATAN SIPIL.



  

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

L. 

2 

10. 

Ta 

TA. 

13. 

14. 

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. 

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh orang pribadi atau 

badan. | 

Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

Warga Negara Indonesia adalah.orang — orang Bangsa Indonesia asli dan orang -—



  

15, 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

2. 

22, 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

  

Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. 

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang 

dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 

Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan 

pemerintah untuk seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk. 

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang yang 

mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan 

anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen Negara. 

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 

kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan 

anak, pengangkatan anak, perubahan dan perubahan status kewarganegaraan. 

Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk 

tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang — undang. 

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk 

tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 

terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undang. 

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta Catatan Sipil dan 

merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga 

mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan 

anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. 

Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua 

dan seterusnya yang dapat di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah 

dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. 

Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan permohon. 

Surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil atas permintaan pemohon. 

Tanda Bukti pelaporan adalah bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Yaman an Uta" maan ema Tel Bean Men oo ee eta Ba eno Bar aoina



  

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

30. 

2. 

Ie, 

33, 

34. 

35, 

36. 

37. 

38. 

39. 

perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu. 

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang 

oleh wajib retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 

retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjunya di singkat SKRDLB 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB 

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, 

jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya 

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 

disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah 

retribusi yang telah ditetapkan. i 

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 

dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat 

 



  

  

BAB II 

JENIS PELAYANAN 

Pasal 2 

Pelayanan Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil meliputi : 

1. Pengadaan Kartu Tanda Penduduk: 

2. Pengadaan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal: 

Pengadaan Kartu Identitas Kerja, 

Pengadaan Kartu Penduduk sementara: 

Pengadaan Identitas Penduduk musiman, . 

Pengadaan Kartu Keluargas 

N
P
»
 

Yu 

Pengadaan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta 

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga 

Negara asing dan akta kematian, 

BAB III 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 3 

(1) Masa Retribusi ditetapkan selama berlakunya Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipit, 

(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku untuk sekali permintaan 

pelayanan pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam pasa! 2. 

Pasal 4 

Retribusi terutang pada saat pelayanan pengadaan kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil atau saat diterbitkannya SKRD atau SSRD. 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

(1) Jumiah retribusi yang terutang ditetapkan dalam SKRD atau SSRD: 

(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 Y6 (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
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(4) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului 

dengan Surat Teguran. 

(5) SKRD dan atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi 

sebagai media pungutan dan media setoran: 

Pasal 6 

(1) SKRD dan atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi 

sebagai media pungutan dan media setoran: 

(2) Pengadaan SKRD dan atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (L) melalui Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 

(3) SKRD dan atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah 

penggunaannya setelah dilegalisasi dan atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. 

Pasal 7 

(1) Untuk memperoleh SKRD dan atau SSRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku 

pemungut atau pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengajukan 

permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan dan melegalisasi dan atau 

memperforasi SKRD dan atau SSRD kemudian mendistribusikan kepada pemohon 

dalam hal ini Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk itu. 

BAB V 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 

Pasal 8 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan atau lunas: 

(2) Pembayaran retribusi dilakukan setelah wajib retribusi menerima SKRD dan/atau 

SSRD dari petugas yang ditunjuk untuk itu sebagai bukti setoran retribusi, 

(3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil, 

Pasal 9 

Jatuh tempo pembayaran retribusi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal penerbitan SKRD dan atau SSRD. 

  

 



  

  

Pasal 10 

(1) Pembayaran retribusi yang diterima dari wajib retribusi oleh Bendahara Penerimaan 

Pembantu disetor ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: 

(2) Pembayaran retribusi dari wajib retribusi disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 

jam. 

(3) Bendahara Penerimaan Pembantu setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, 

menyerahkan Surat Tanda Setoran lembar 2 (dua) sampai dengan lembar 5 (lima) 

kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang dilampiri dengan SSRD. 

(4) Surat Tanda Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan 

kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah melakukan penyetoran ke Kas 

Daerah. 

BAB VI 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, 

melaporkan realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulan kepada Kepala Daerah 

Gengan tembusan disampaikan kepada . 

a. Inspektorat Daerah: 

b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: 

Pasal 12 

Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

BAB VII 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 13 

(1) Kelebihan pembayaran retribusi disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan dan 

atau kesalahan data. 

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas pengembalian kelebihan 

pembayaran kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dengan melampirkan SKRD dan atau SSRD. 
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Pasal 14 

(D Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari 

setelah wajib retribusi mengetahui adanya kesalahan penetapan retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1). 

(2) Bila permohonan kelebihan pembayaran lewat dari 15 (lima belas) hari, maka 

permohonan tidak dapat dilayani. 

BAB VIII 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA 

Pasal 15 

(1) Penghapusan piutang dilakukan oleh Kepala Daerah, Karena adanya kedaluwarsa 

penagihan. 

(2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dilakukan setelah melalui 

penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

(3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Kwandang 

pada tanggal 21 DANUARI 2011 

BUPATI GORON 
    

Diundangkan di Kwandang 

pada tanggal 381 DAVUARI 2011 

SEKRETARI TEN GORONTALO UTARA      


